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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 37                             2019                                    SERI : E              

 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR 37 TAHUN 2019  . 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN 

KANTONG PLASTIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan 
pengurangan penggunaan kantong plastik, maka 
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 
tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik perlu 
diubah dan disesuaikan dengan kondisi saaat ini; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perubahan dimaksud perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 

   
Mengingat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan 
Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5347); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 
2017 Nomor 223); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penaatan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 70/M-MAG/PER/12 /2013 
Tentang Pedoman Peraturan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);  

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 9 
Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 
Nomor 15 Seri D). 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 660.1/12/DinasLH.TaningKLH          
tanggal 20 Februari 2019 tentang Pembahasan Rancangan 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 
Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong 
Plastik di Kota Bekasi. 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN  

ATAS    PERATURAN    WALI  KOTA BEKASI  NOMOR        
61 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN 
PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam  Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 
tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2018 Nomor 61 Seri E) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah  Kota Bekasi.  
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.  
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung 
bahan dasar plastik, lateks atau poly Ethylene, thermoplastic synthetik 
polimeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa 
pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat 
atau mengangkut barang. 

6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang terbuat 
dari bahan alami dan bersifat reusable (dapat digunakan kembali) dan 
telah mencantumkan Eco Label (Label Lingungan) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. 

7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan/tidak bisa terurai oleh 
alam  adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar 
pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, 
atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan 
kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen 
atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari 
bahan dasar plastik atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan 
terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau 
kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang. 

9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk 
meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, 
serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong  
plastik yang tidak ramah lingkungan.  



 

5 
 

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri 
maupun bersama–sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

11. Pusat Perbelanjaan adalah area tertentu yang terdiri dari satu atau 
beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, 
yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri 
untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.  

12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 
berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, 
supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang 
berbentuk perkulakan. 

13. Penyedia kantong plastik adalah setiap pelaku usaha, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan 
kantong plastik.  

14. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan 
kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang. 

 
2. Pada Pasal 8 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 8 

(2) Kawasan dengan Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 
a. pusat perbelanjaan;  
b. pertokoan modern;  
c. pasar tradisional;  
d. perkantoran; dan 
e. rumah tangga 
 

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

         
BAB IV A 

PENETAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK 
Pasal 10 A 

(1) Terhitung tangal 1 Maret 2019 seluruh Pusat Perbelanjaan, Pasar 
Tradisional, Toko Modern, Perkantoran dan Rumah Tangga mulai 
melaksanakan pengurangan kantong plastik. 
 

(2) Pemberlakuan pengurangan penggunaan kantong plastik di lokasi lain 
diberlakukan secara bertahap. 
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(3) Untuk pembungkus bahan makanan (kiloan) diharapkan sudah 
menggunakan kantong yang ramah lingkungan. 

 

(4) Penggunaan kantong plastik untuk pembuangan sampah  di seluruh 
Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Toko Modern, Perkantoran dan 
Rumah Tangga hanya diperkenankan menggunakan plastik transparan. 
 

4. Pada Pasal 17 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf sehingga berbunyi 
sebagai  berikut : 

       Pasal 17 

(1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup 
melakukan pengawasan terhadap: 
a. pelaku usaha; 
b. pusat perbelanjaan;  
c. pasar tradisional; dan 
d. toko modern; dan 
e. rumah tangga. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 25 Maret 2019 
 
WALI KOTA BEKASI, 
 
       Ttd/Cap 
 
RAHMAT EFFENDI 

 

Diundangkan di Bekasi 
pada Tanggal 25 Maret 2019 

     SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

                  Ttd/Cap 
               
 
           RENY HENDRAWATI 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN  2019 NOMOR  37  SERI E 
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